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Antara manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik Manusia mempengaruhi
lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia
membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.

Pel aksanaan kegiatan pembangunan selalu disertai dengan perubahan atau dampak terhadap lingkungan
hidup, baik perubahan yang menguntungkan (positif), maupun perubahan yang berupa resiko (negatif).
Kegiatan pembangunan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup berupa dampak negatif
itulah yang disebut sebagai masalah lingkungan hidup. Faktor yang sangat penting dalam masalah
lingkungan hidup ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat,
kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga
bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap
lingkungan hidup.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 3,4 juta ha mempunyal populas atau penduduk sekitar 35.500.000 jiwa
dengan Lgju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata 2,5%. Pertumbuhan populasi yang cepat seperti itu,
mengakibatkan banyaknya masalah lingkungan hidup yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah proaktif dengan membentuk suatu
lembaga pengendalian lingkungan hidup, yaitu: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provins Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 16
Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provins Jawa Barat.

Pembentukan badan ini selanjutnya diikuti oleh penetapan K eputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63
Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provins Jawa Barat. Dengan . Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa BPLHD
Provins Jawa Barat mempunyal tugas pokok melaksanakan kewenangan Provins di bidang pengendalian
lingkungan hidup, meliputi: pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengkajian di bidang AMDAL,
sarana dan prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan
pelayanan administrasi kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Badan mempunyai fungsi:
Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis di bidang
pengendalian lingkungan hidup meliputi AMDAL - Sarana dan Prasarana,
pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan
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lingkungan berdasarkan kebijakan Gubernur;

Pel aksanaan pembinaan teknis fungsional lintas Kabupatenl K ota berdasarkan kewenangan Provinsi Bidang
Lingkungan Hidup;

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian dan
keuangan.

Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya, sementara menurut Pasal 6
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan
mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnyatidak tercakup oleh Sekretariat Daerah
dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.

Kedua Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai
fungsi:

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPLHD Provins Jawa barat dalam pengendalian
lingkungan hidup adalah kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di Kecamatan
Rancaekek Kabupaten Bandung atau lebih dikenal dengan kasus Rancaekek. Kasus ini merupakan batu
ujian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provins Jawa Barat sebagai lembaga
pengendalian lingkungan. Dalam kasus ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) dipilih sebagai alat untuk
menyelesaikan kasus, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengel olaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan:
Mendeskripsikan kelembagaan BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BPLHD Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, |ebih tepatnya di BPLHD
Provinsi Jawa Barat sebagal unit analisis, bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan melalui survei kelembagaan dan wawancara kepada informan atau nara sumber yang
berkompeten yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pel aksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan , walaupun tugas pokok dan fungsi Badan sudah
diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Hal ini disebabkan karena tugas pokoknya bersifat koordinas
dan fasilitasi sgja, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang
Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat.

Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan pel aksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa



Barat yaitu: faktor internal yang terdiri atas sumberdaya manusia, anggaran, struktur organisasi, sarana dan
prasarana, koordinas sertafaktor ekstemal yakni sektor-sektor. Faktor- faktor ini adayang bersifat
penunjang, namun adapula yang bersifat kendala.

Dan hasil penelitian dapat disimpulkan :

Pelaksanaa;, tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Badan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Java Barat Nomor 63
Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provins Jawa Barat, terutama dalam melaksanakan
fungs koordinas dengan sektor-sektor. Artinya, walaupun Badan mempunyai peran sebaga koordinator,
namun belum mampu menjalankan fungsi koordinasinya secara efektif, ini menunjukkan kapasitas Badan
sebagal lembaga pengendalian lingkungan hidup belum dapat menampilkan performa yang terbaik.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pel aksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat ada
yang bersifat penunjang, ada yang bersifat kendala. Dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan,
faktor-faktor yang bersifat penunjang hendaknya diberdayakan dan ditingkatkan, sementara faktor-faktor
yang bers fat kendala diminimisasikan



